PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTAN!AN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

Menimbang ©a. bahwa penyelenggaraan pelayanan, khususnya pelayancon
-.{ penyuluhan, baik dibidang perdanian, perikanan maupun kehutanan
4 yang diberiken oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat petani
1 merupakan suatu kewajiban dan perlu semakin ditingkatkan baik dari
segl kaulitas maupun kuantitas, tervtama dalam rangka upaya
peningkatan ketahanan pangan;

Aakava.

b. bohwa dalam upaya peningkatan etektivitas penyelenggoraan
pelayanan penyuluhan bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
kepada masyarakat petani perlu disusun dan ditata mekanisme dan

_ prosedur penyelenggaracn pelayanan penyulunan, sesual Undang-

E Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian,

- Perkanan, dan Kehutanan;

S LS ey

¢. bahwa penyelenggaraan pelayanan penyuluhan bidang pertanian,
perikanan dan kehutanca mervpakan urusan wagjib yang harus
dilaksanakan pemerintah kabupaten dan oleh karena perlu dibentuk
lembaga penyuluhan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

d. bahwa untuk maksud dicias, peru dibentuk Badan Peloksana
Penyuluhan Pertanian, Periranan dan Kehutanan di Kabupaten
Sanggav dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 teniang Penetopan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerch
Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun
1953 Nomor ? ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonasia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan ktembaran Negara
Republik Indcnasia Nomor 1820 );

2. Undang-Undang Nocmor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3044 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3890);
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Menatapkan

3. Undang-Undang Nomor 1 Tohun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesica Tahun 2004 Nomor 5,
Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 teniang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambohan Lembaran Negara
Republi% Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tohun 2004 tentang Pemerintachon
Oaerah {Lembaran Negara Republik indonesic Tahun 2004 Nomor 125,
Tembahan lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor  4437)
sebogaoimana telah divbah dengon Undang-Undang Nomior § Tahun
2005 tentang Penetopan Perofuran Pemerintch Penggonti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 teniang Perubahan ctas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Llembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 ).

6. Undang-Undang Nomor 33 -Tahun 2004 tenlang Permbangan
Keuvangan Antara Pemerintah Pusat don Daerah (Lembaran Nagar
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negaro Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Momor 16 Tahun 20046 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanicn, Perikanan dcan Kehutanan [Lembaran Nagar Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Llembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4640);

8. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 ifentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintch, Pemerintah Daerah Propinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kolo (Lembaran Negara Republik
Indonesic Tahun 2007 Nomor 82 Tambahon Lembaran Negarag
Republik Indenesia Nomor 4737);

9. Peroluran Pemerintah Republik Indonesia Nomer 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerach (Lembaracn Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tcmbahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomaor 4741);

10. Peraturan Menterd Dclam Neger Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penatcon Organisasi Perangkat Caerah;

11, Peraturaon Doerah Kabupolen Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Xeuangan Dcerah;

12. Peroturon Dcoerah Kobupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Uruson Pemerintah Kabupoten Sanggavu.,

Dengan Persefyjuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHK KABUPATEN SANGGALU
DAN
BUFATI SANGGAU
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA

FENYULUHAN  PERTANIAN,  PERIKANAN DAN  KEHUTANAN
KABUPATEN SANGGAU.
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DAB !
KETENTUAN UMUM
\ Pasal 1

Dclam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

b. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau:

i c. Pemerintahan Dgerah adalah penyelenggaraon urusen pemerintahan oleh Pemerintah
. Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembaniuon dengan prinsip otonomi
; seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
1 dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. Pemerintoh Daerah adaloh Gubernur, Bupati aiau Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai penyelenggara pemerintahan daerah:

e. Perangkat Daerah adalah unsur membantu Kepala Daerah dalom penyelenggaraan
pemerintahan daerah yong terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga teknis daserah, kecamatan den kelurahan;

f. Badan Pglaksana Penyuluhan Pertanian, Perkanan dan Kehutanan adalah Perangkat

Dcerch  yang. memiliki tugas pokok dan fungsi peloksanaan penyuluhan dibidang
pertanian, perkanan dan kehutanan di Kabupaten Sanggau;

g. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan selanjutnya disebut penyuluhan cdalah
proses pembelcjaran bagi pelaku utama serta pelaku uvscha agar mereka mau dan
mampu menolong danmengorganisasikan dirinyg dalam mengakses informasi pasar,
teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan
produktivitas, efisiensi usaoha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan
kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;

h. Desentralisasi adalah peyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintaoh kepada
Daerah Otonom unituk mengatur dan mengurus uwrusan pemerintaghan dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

j . Tugas Pembaniuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa

dan dar Pemerintah Propinsi kepado Kabupalen/Keota dan/atau Desa  serta daii

Pemerintgh Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanckan tugas-tugas tertentu;

j. Otonomi Daerah adalch hak, wewenang dan kewagjiban daerah otanom untuk mengatur
dan mengurus sendin  urusan pemerinfahan  dan kepentingan masyarakat setempat

sesuai dengen peraturan perundang-undangan;

k. . Eselon adalah Tingkaten dalam Jabatan Struktural;

. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab dan hak sesecrang Pegawai Neger Sipll dalam satuan-satuan organisasi vang

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian den atau keterampilan tertentu
serta bersifat mandin,

BAB |l
PEMBENTUKAN
Pasal 2

4 Dengan Pergturan Daerah.ini dibeniuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
4 kehutanan Kabupaten Sanggau.

BAB I
SUSUNAN CRGANISASI
Pasal 3

1) Susunan QOrgeanisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertcnian, Perikanarn dan Kehutanan

terdiri daori .

o. Kepala. membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) bidang dan 1 (satu) Sekretariat;

b. Sekretariat, membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian;

c. Bidang, dan masing-masing bidang membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) sub
bidang:

d. Sub Bagian;

e. Sub Bidang;

f. Unit Pelakscna Teknis Badan: dan
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g. Kelempok Jabatan Fungsional,

{2) Sekretoriat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis dan Kelorr_wp'og Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, jumlahnya
ditentukan berdasarkan aralisis beban kerja dan peraturan yang berlaky;

(3) Struktur organisasi, Tata Kerja, rincian tugas pokok dan fungsi Badaon Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perixanan dan Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGS! -

Pasal 4

(1) Badaon Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur

pendukung tugas Kepala Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan; _ '
(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah daon bertanggung jawab
‘ kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Dasrah:

Pasal £

Badon Pelcksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan don Kehutanan sebagaimana tersebut
: pada Pasal 4 oyat (2) Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas menyusun kebijakan dan
programa  penyulbhan, melaksanakan penyuluhan, pembincan dan  pengembangan
‘M kerjasama penyuluhan, meningkatkan kepasitas kelembagaan dan penyuluh PNS.

Pasal 6

7_ Untuk menyelenggarakan fugas sebagaimana dimaksud Pasai 5 Peraluran Daerah ini, Badan
" Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan daon Kehutanan, mempunyai fungsi
a. Fasilitasi proses pembelajoran pelaku utama dan pelaku usaha ;
b. Pengupayacan kemudahon akses pelaku utama dan pelaku usaha kesumber informasi,
7 teknologi, dan sumber daya lainnya;
#c. .Peningkaten kemampuan kepemimpinan, managjerial. dan kewirausahaan pelaku utama

Y dan pelaku usaha:
4d. Pemecahan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku
_' utama dan pelaku usaha yeng mengelola usaha;
“de. Peningkatan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi
; lingkungan;
Pelembagaan nilai-nilai budaya pembangunun pertanion, perikanan dan kehutanan yang
maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan; dan

Peloksanaan tugas loin yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan lugas don
kewenangannya.

wa

BAB V
UNIT PELAKASANA TEKNIS
“ Pasal 7
fada Badan Pelcksana Penyuluhen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat dibentuk Unit
fglgkscno Teknls Badan, untuk melaksanakan tugas-tugas teknls operasional Badan,
ibidangnya yeng mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan:

Pasal 8

init Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini,
‘olmpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan
an secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
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Paza! 9

Ur;.it Pelaksana Teknis Badon dibentuk atas usul Kepole Badan sesuai dengan kebutuhan dar
kewenangan serta berdasarkan Peraturon Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 10

Pada Badcn Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehulanan dapat ditetopkan
Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebuiuhan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang beraku:

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada Pasal 12 Peraturon Daerah ini, mempunyail
tugas melaksancken keglatan teknis dibidang keahliannya masing-masing sesuai dengan
1 kebutuhan;

Pasal 12

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini
X terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung
Jawab kepada Kepala Dinas Lembaga Teknis Daerah;
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat

dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebuiuhan beban kerjia dan
keahliannya:

_‘g

: {3) Pembincar terhadap tenaga fungsional diaksanakan sesuai dengan  peraturan
i pernundang-undangan yang beriaku.

BAB VII

o

TATA KERJA

Pasal 13

sden- it

1) Dalom melaksanakan tugasnyo Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub

Bagian daon Kepala Sub Bidang waiib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan
Sinkronisasi.

2) Setiop Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan Pelaksana Penyuluhan

Pertanian, Perdkanan dan Kehutanan bertonggung Jjowao memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberlkkan bimbingan serta
petunjuk bagl pelaksanaan tugos bowahannya.

oty wmq ,; Y

Pasal 14

1) Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk

dan bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala pada
waktunya.

Seticp laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Crganisasi dari bawahan wajib diolch

dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

‘l Pasal 15
k rlom hal Kepala Badan berhalangan, tugas-tugasnya dilakukan oleh seorang Kepala Bidaon

f lou Sekretors yang ditunjuk oleh Kepala Dcerch dengan memperhatikan daftor urut
ipangkatan.
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BAB VIII
ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14

(1) Kepalc Badan adalah jabatan struktural eselon ILb.

(2) Sekretaris adalah jabatan struktura! eselon lil.a.

(3) Kepala Bidang adalah jabatan strukiural eselon liLb. _ '

{4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah
Jabatan struktural eselon IV.a. .

(5) Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan adalah jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 17

(1) Kepcla Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dar Pegawuai Negeri Sipil
yang memenuhi syarat, setelah berkonsultosi secara teriulis dengan Gubernur Kalimantan
Barat; '

(2) Sekretaris can Kepala Bidang pada Badan Pelaksana Penyuluhan diangkat dan
diberhentikan cleh Kepala Daerah dari Pegawai Megeri Sipil yang memenuhi syarat;

(3) Kepala Sub Bagian, Sub Bidang, dan Kepala UPT Badan pada Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat diangkat den diberhentikan oleh Sekretaris

Daerch dar Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarot, atas pelmpahan kewenangan
dari Kepala Daerah; |

(4) Pengangkatan Pejabat Eselonll, 1l dan IV dgilingkungan Badan Peloksana Penyuluhon
Pertanian, Perikanan dan Kehulanan, memgerlimbangkan syaral dan kompelensi jabalan
yang telch ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan peraturan yang beriaku.
BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 18

S?QOIO biaya yang diperdukan sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Daerch ini,
dbebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Faturan pelaksanaan dad Peraturan Daerah inl yang bersifat teknis administratif diotur
mudlan dengan Perciuran Kapala Dasrah.

BAD Xi

‘ KETENTUAN PERALIHAN
Pacal 20

| Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala perailuran yang bertentangan

dengan peraturan ini'dinyatakan tidak berdaku lagi.
|

\ Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yong terbentuk
| berdasarkan Peraturan Daerah ini, harus sudah efektif melaksanakan tugas dan fungsinya

. paling lambat 1 {satu) tahun setelah berakunya Peraturan Daerah ini.
|
L]
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BAB Xt
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Daerah Int mulai berlaku pada ianggal diundangkon.

Agcr setiap orang dapat mengetahuinya, memeriniahkan pengundangan Peraturan Daerch
ini dengan penempctannya dalam Lembaran Doerah Kabupaten Sanggav.

Ditelapkan di  : Sanggau
Pada tanggal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU.
Ttd
YANSEN AKUN EFFENDY

b Di Undangkan di : Sanggau
: Pada Tanggal : 28 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGALU,

S5

F. ANDBENG SUSENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2008 NOMOR 24




BAB XI
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sefiop orang dapail menrgetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daeran Kobupalen Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau
Pada tanggal : 18 Desember 2007

BUPATI SANGGALU,
Tid
YANSEN AKUN EFFENDY

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal ;28 Januari 2008

SCKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
Ttd
F. ANDENG SUSENO

I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAL
TAHUN 2003 NOMOR 24

Untuk salinan yang sgih sesuai dengan aslinya

Drs. F, ANDENG SUSENO, M.S]
Pembincyummc Muda
NIP. Q10021997




